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2008, Hat 58)

ABSTRAK

Salah sate bapinn pembinaom Marnpidana dalom Sistem Pemasyarakatan
adanva pembenan Pembebasan Bersvaral (Poorwarlifke Joveifheidsteling).
Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hokin Pidana imenyebutkan  balvwa
Marapedana vang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan mass pidana
it tidak kurang dari sembilan bulan maka dopat dibebaskan denpan svarat.
Menpenal Pembebasan Bersvorat im digtur secara tekhnis dalam Peraturan
Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia BEepublik Indonesia No M. 01 P
(.- 10 tehun 2007, Dalam pelaksonaan pembenan pembebasan bersyarat im
ada vang harus dipenuhi olch narapidana sepertl syarat-svarat substantif dan
administratils Adapun permasalabhan dalam penelitian im adalah bagaimana
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat & Lembapa Pemasyamkatan
Klas BE A Bukittingel, bagaimana pelaksanaan pengawasan bagi Narapidana
vang dibern pembebasan bersvarat dan kendala-kendala dalam pelaksanaan
pemberian pembebasan bersyvarat, Penelitian dilakukan dengan pendekatan
vuridis sosiclogis yaitu pengompulan data dimolai dars data sebunder dan
dilanjutkan dengan dala primer di lapngzan vang menvangkt pelaksanaan
pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas 11 A
Bukitttinggi. Hasil penelitian penulis mendapatkan  bahwa  pelaksanaan
pembebasan bersyarat 1 Lembaga Pemasyvarakatan klas 11 A Bukittingg
divsulkan oleh Tim pepgamat  pemasyarakatan kepada kepada kepala
Lembaps Pemasyarakatan, selanjunva diteruskan kepudn Kepala  kKantor
wilayah Depariemen Hukum dan Hak Asssi Mapusia, dan kemudian  usul
tersebut diteruskan kepada Direktoral Jenderal Pemasyarakatan, dan apabila
disetujui maka akan diterbitkan surat pembebasan bersyarat, Pengawasan bags
narapidana  vang mendapatkan  pembebasan  bersyarat di  lakukan  oleh
Kejaksaan Mepen dan Balai Pemasyarakatan Bukittingsi dengan mewajibkan
narapidana melapor dalam jangka wakiu tertentu, dan mengadakan kunjungan
langsung kerumah namapidana tersebut. Kendala-kendala dalam pelaksanaan
pemberian pembebasan bersyarat ini adalah birokrasi pembebasan bersyarat
vang  pamjang  sehingga  terjadinya keterlambatan  dalam  pemberian
pembebasan bersyarat, sulitnya narmpidana mendapatkaon sural pernvataan
kesangpupan menerima dan pemerintzh dacrah setempat, tidak adanya pihak
penjamin bagi narapidana tersebut.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia tabun 1945 Pasal 1 ayat
i1} mepentukan secara tegas Bahwa Negara Indoncesia adalabh Megara Huokuem,
Scjulan dengan ketentuan terschul maka salah satu prinsip lerpenting Negara
Hukurm adalah adanyva jaminan kesederajatan bagi setiap orang di badapan hukum
{ Eypnerdity Before The Law), oleh karena itn setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan. perlindungan dan kepastian hukum vang adil sea perlakuan yang sama
di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang vang vang terbukti
melakukakan tindak pidana bukanlah semata-mets bertujoan untuk pembalasan
erhadap perbuatan vang dilakukanmya, membuat jera si pelaku atavpun untuk
menakuti orang lain supava tidak melakukan hal yang sama. Tujuan vang lebih
penting  adalah  uwpaya  wniok  menvadarkan narapidana  ager  menyesali
perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masvarakat yang baik dan
berpuna, taat kepada hukum. menjunjung tingei nilai-nilai moral. sosial dan
keppamaan, sehingea tereapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib. dama,
memperbaiki dan membina narapidana itu sendirl schingpa dapast kembali
kemasyarakat dan menjadi angpota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga

dapat diterima dalam kehaduepan bermasyarakat,



Uintuk mencapal tujuan pemidanzan tersebut. maka pemidanaan tiu haruslah
diluksimakan sebatk mungkine pemidanaan bukanlah schedar untuk menjalankan
picdana itn sendinn melainkan untuk mencapai tojeannya, Salah satu sankse bagi
pelangoar  hukum  adalah  dengan memberikan  panjaran kepadanva  berupa
hukuman penjara dengun menempatkannva di Lembaga  Pemasyarakatan,
Warapidana selain individu juga angeota masyvarakat, vang dalam pembinaannya
tidak baleh diasingkan dan kehidupan masvarakat. justra harus diintegrasikan ke
dalamnyva. :

Dahulu sistemy pemidanaan  terhadap narapadana & berlakukan Sistem
Kepenjaraan. dimana dalam sistern ini lebih banyak menekankan hukum siksaan
dan unsur balas dendam. Pemikiran untuk mepgadakan pembaharan pada sistem
kepenjaraan fersebut pada mulanya merupakan pagasan dari Dr. Sahardjo 5.H.
vang i sampilannva pertama kali dalam pidate pengukuhannya sebaga Doklor
Fonoris Causa dalam ilmu hukom di Estana Negara, waklu ilu menyatakan:

Di bawah pohon beringin pengayoman maka fujuan pidana penjara adalah

di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya

kemerdckaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik

supava ia menjadi secrang angeota masvarakat Indonesia vang berguna”™

Dlengan singkat tujuan pidana penjara adalah *pemasyarakatan”™

Pada tabun 1994 Sistem  Pembinaan di  Indonesin menjadi Sisiem
Pemasvarakatan, begite pula Institusi yang semula disebut Rumah Penjara

berubah menjadi Lembapa Permasvarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala

Dircktorat Permasyarakatan NMomor LHLARS06 Tangeal 17 Juni 1964, Mengingat

“Sogjono Dirdiosisworo, 1984, Sefaran don Azas-uzay Peralopd (Fromsverakaiot), Ammico,
Bandung. hal, |92

- ACWidinda Gunakarve, 1983, Eefarah o Kowseprsd Perigsvarafiaton, Atmico, Bandung.
hal, 34

It



Sistermn Pemasvarakatan lersebot belum mempunyai landasan hukum yvang sesoa
dengan maksud dan wquan sistem tersebul, maka pada Tabun 1908 diadakan
Seminar Kriminologi pertama di Semarang vang membahas mengenai perlakuan

terhadap Narmpidana.

Salah  satu bagisn  kesiatan  pembinasn  nurspidana dalam Sistem
Pemasvarakatan adalzh adunva pemberian pembebasan bersvarat { Feorwaariidite
fveiheisielling). Dalom Kiwb  Undang-Undang Hukum Pidana mengenai
pembebasan bersyvarat diatur dalam Pasal 13 avan (1) disebutkan @ Jika werpidana
telah menjalani dua pertipa dari Jamanya pidana penjara vang dijatuhkan
kepadanyva sekurang-kurangrva sembilan bulan. maka iz dapat di kenakan
pembebasan  bersvarat, jika terpidana menjalani beberapa pidana berturut-tur

pidana 1tu diangpap sebagai satu pidana.

IPFembebasan Bersvarat merupakan hok dari Marspidana sesuai dengan
Undang-undang Nomaor 12 tahun 1995 tentang Pemasyvarakatan Pasal 14 ayat (1)
huruf k menyebutkan bahwa: Narapidapa berbak  mendapatian pembebasan
bersvarat, Tujuan dari pembehasan bersyvarat adalah untuk mendidik terpidana,
memberi kesempatan  kepadanya untuk memperbaiki dir®. Dalam eraturan
Permerintah No. 32 Tahun 1999 temang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga BinaanPemusvorakatan Pasal 1 anpka 7. pembebasan bersyarat adualab
proses pembinaan narapidana di fuar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani

sekurang-kurang dua pertiga masa pidananyva minimal sembilan bulan.

* R.Sugandhi, 1980, Kiahledang-wedang Sk Pidara seeta Penjelasannya, Usiha
Mazional. Surebiyi, hal Z5.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil pembabasan vang telah dikemukakan pada bab-
bab werdzhulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebapa benko:

|. Pembebasan bersvarat adalah bagian dar pembinaan narapicdana dalam
Sistem  Pemasyarakatan, pembebasan  bersvarat  diberikan kepada
narapidana vang telah menjalani dus pertiga masa pdana, dan masa
pidana vang telah dijalani tdak kurang dari Sembilan bualan, dan
narapidana tersebut harus memenuhi svaral substantil dan administratit
Pembebasan bersvarat diusulkan oleh Tim Pengamat Pernasvarakatan
(TPP), setelah mendengar pendapat mnggola TPP dan mempelagari
laporan  perkembangan  permbinaan dart wali pemasvarakatan,
mengusulkan  pembebasan  bersyarat  kepada  Kepala  Lembaga
Pemasyarakatan, Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui
maka usul tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departem
Hukum dan HAM Padang. Apabila discliujui maka meneruskan usul
kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Apabila Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menyetujui usul pembebasan bersvarat maka Direkiorat
Jenderat Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan

Bersyvarat.
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